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BAB IV 

ANALISIS HUKUM TERHADAP PUTUSAN NO. 2249/Pdt.G/2015/PA.Mlg 

TENTANG SKIZOFENIA SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN 

 

A. Analisis Terhadap Pertimbangan dan Dasar Hukum Hakim Dalam Putusan 

No. 2249/Pdt.G/2015/PA.Mlg Tentang Skizofrenia Sebagai Alasan 

Perceraian Dengan Asas Mempersulit Perceraian 

Apabila dalam menegakkan hukum harus selalu ada unsur yang perlu 

diperhatikan yaitu: kepastian hukum (rechtsherheit), kemanfaatan 

(zweckmassigkeit) dan keadilan (gerechttigkeit). Demikian jika hakim 

hendak memutuskan perkara, maka pijakannya harus pada tiga unsur 

tersebut.
1
 

Pertimbangan atau yang sering disebut juga considerans merupakan 

dasar putusan. Pertimbangan dalam putusan perdata dibagi 2, yaitu 

pertimbangan tentang duduknya perkara atau peristiwanya dan 

pertimbangan tentang hukumnya. Dalam proses perdata terdapat pembagian 

tugas yang tetap antara pihak dan hakim: para pihak harus mengemukakan 

peristiwanya, sedangkan soal hukum adalah urusan hakim. Disini terdapat 

perpaduan antara penetapan peristiwa dan penemuan hukum sebagai 

konsekuensi asas “mencari kebenaran materiil”.
2
 

Para pihak yang berperkara di Pengadilan Agama Kota Malang ini 

merupakan Pengugat dan Tergugat yang pernah bersuami istri yang sah dan 

menikah di hadapan Pegawai Pencatatan Nikah dari Kantor Urusan Agama 

                                                           
1
 Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2006),103 

2
 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia,(Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 

2002),  
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(KUA) Kecamatan Lowokwaru Kota Malang. Sebagai Kutipan Akta Nikah 

Nomor: 0738/032/IX/2015 tertanggal  21 September 2015 yang kemudian 

terjadi perceraian dengan surat keputusan Pengadilan Agama Kota Malang 

tanggal 02 Februari 2016, dengan Nomor 2249/Pdt.G/2015/PA.Mlg 

PRIMER 

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek; 

2. Memfasahkan perkawinan penggugat (UFR) dengan tergugat (RR); 

3. Memerintahkan kepada Panitera PA Malang untuk mengirim salinan 

putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN yang 

wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan 

PPN tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar 

yang telah disediakan untuk itu; 

4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum; 

SUBSIDER 

Atau apabila Pengadilan Agama Malang berpendapat lain, Penggugat 

mohon putusan yang seadil-adilnya; 

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, 

disebutkan bahwa  “Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang 

pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk 

keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. 

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam sebagaimana yang tercantum 

dalam pasal (2) dijelaskan bahwa pengertian Perkawinan adalah; “Akad yang 
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sangat kuat atau mitsaqan ghalizhan untuk mentaati perintah Allah dan 

melaksanakannya merupakan ibadah”. 

Sejalan dengan hal itu, maka untuk mewujudkan tujuan tersebut 

Undang-undang Perkawinan mengandung beberapa asas yang salah satunya 

adalah asas mempersulit terjadinya perceraian. Asas mempersulit terjadinya 

perceraian ini bukanlah berarti menutup rapat pintu perceraian, Pengadilan 

berupaya sekuat tenaga dengan pengoptimalan melalui hakim diwajibkan 

teliti, berhati-hati dalam menggali dan mencari fakta-fakta dibalik alasan 

yang diajukan oleh para pihak (pembuktian, pendamaian oleh hakim, 

mediator, pemanggilan dan prosedur perceraian Pengadilan Agama). artinya 

tetap dimungkinkan terjadinya perceraian jika seandainya memang benar-

benar tidak dapat dihindarkan. 

Wujud dari penerapan asas ini diatur dalam pasal 39 Undang-undang 

No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni perceraian hanya dapat 

dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan 

berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Untuk 

melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu 

tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Tata cara perceraian di 

depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan 

tersendiri. 

1. Perceraian Harus di Pengadilan Agama 

Pengadilan dalam negara hukum dan masyarakat demokrasi, 

merupakan tempat terakhir mencari kebenaran dan keadilan. Masyarakat 
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dilarang menempuh sistem main hakim sendiri. Kekuasaan pengadilan 

menyelesaikan dan memutus perkara, merupakan fungsi konstitusional, 

sesuai dengan dengan distribusi atau alokasi kekuasaan yang digariskan 

pasal 22 Undang-undang Dasar 1945.
3
 Oleh karena itu, kini Undang-

undang mengatur soal perceraian tidak kelaki-laki saja dan demikian 

sederhana lagi, ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan oleh para 

pihak, yakni sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 39 UU No. 1 

Tahun 1974 tentang Perkawinan. 

2. Perceraian Harus Didasarkan Alasan-Alasan Tertentu (Skizofrenia)  

Perceraian yang dilakukan di Pengadilan juga harus didasarkan 

atas alasan-alasan tertentu yang telah dijelaskan dalam KHI dan Undang-

Undang Perkawinan. kaitannya diatas, para pihak yang akan mengajukan 

gugatan ke Pengadilan harus memiliki dasar hukum dan/atau alasan yang 

dibenarkan oleh hukum, bila tidak didasari oleh dasar hukum pasti akan 

ditolak oleh pengadilan karena dasar hukum inilah yang akan menjadi 

pertimbangan hakim dalam membuat putusan.
4
 Disamping itu, seperti 

adanya asas mempersulit perceraian, disebutnya dasar hukum dalam 

gugatan yang diajukan kepada pengadilan adalah untuk mencegah agar 

setiap orang tidak dengan mudahnya mengajukan gugatan kepada 

pengadilan.
5
  

                                                           
3
 M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Jakarta Sinar Grafika 2015 h 853 

4
 Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama, (Jakarta: 

Kencana, 2012), h. 17   
5
 ibid h. 18   
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Untuk Putusan no. 2249/Pdt.G/2015/PA.Mlg yang menjadi 

landasan para hakim dalam memutus perkara adalah pasal 39 Undang-

undang nomor 1 tahun 1974 jo. 19 PP No.9/1975 serta pasal 116 

Kompilasi Hukum Islam tentang bahwasanya perceraian diajukan oleh 

suami atau istri dengan didasarkan kepada alasan-alasan perceraian yang 

telah ditentukan. Pertama: perkawinan yang sebelumnya telah 

berlangsung, ternyata kemudian tidak memenuhi persyaratan yang 

ditentukan, baik tentang rukun, maupun syaratnya; atau pada perkawinan 

tersebut terhadap halangan yang tidak membenarkan terjadinya 

perkawinan. Bentuk seperti ini yang dalam fiqih disebut dengan fasakh. 

Kedua: fasakh yang terjadi karena pada diri suami atau istri terdapat 

sesuatu yang menyebabkan perkawinan tidak mungkin dilanjutkan. 

Fasakh dalam bentuk kedua diatur UU dalam bentuk putusnya 

perkawinan karena cerai, khususnya gugatan istri. Fasakh dalam bentuk 

pertama diatur UU dalam batalnya perkawinan. Hal ini menjelaskan 

bahwasanya perkara tersebut dilihat dari segi keumumanya yaitu berupa 

gugatan perceraian, dimana terdapat alasan-alasan yang telah terjadi 

sehingga salah satu dari pihak berperkara dalam hal ini istri bermaksud 

untuk mengajukan gugatan. Alasan-alasan yang dimaksud disini adalah 

berupa ketidak harmonisanya kehidupan rumah tangganya yang 

disebabkan karena sang suami menderita gangguan jiwa. 

Dalam pemaparan teori skizofrenia diperkirakan tidak lebih dari 

10% pasien skizofrenia yang dapat berfungsi secara baik dengan 
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pendekatan yang hanya menekankan pada obat antipsikotik dan 

perawatan rumah sakit singkat. Sedangkan 90% sisanya membutuhkan 

berbagai pendekatan dinamis termasuk farmokoterapi, terapi individu, 

terapi kelompok, keluarga, dan perawatan rumah sakit didalam perawatan 

skizofrenia. Oleh karenanya tidak ada pendekatan tertentu yang dapat 

disebut sebagai pengobatan untuk skizofrenia. Karena setiap intervensi 

yang dilakukan harus sesuai dengan kebutuhan untuk setiap pasien. 

Bahwa dalam kasus ini telah cukup ada fakta suami skizofrenia sebagai 

alasan perceraian secara Islam jelas-jelas telah merusak perkawinannya 

dan pasangan suami istri tersebut sulit melaksanakan hak dan kewajiban 

atas satu sama lainnya terutama suami sebagai kepala rumah tangga. Dan 

diperjelas “Bahwa beliau saw pernah mengawini seseorang perempuan 

dari Ghifar. Ketika wanita itu menemui beliau, maka dilihatnya ada 

warna putih (sopak) pada sisinya. Maka kata beliau: “Kenakanlah 

pakaianmu lalu temuilah keluargamu”. Dan kepada keluarga wanita itu, 

Nabi berkata:”Kalian curang padaku”.(H.R. Al-Baihaq dalam As-sunan 

Al-Kubra). Jadi disebabkan penyakit sopak, perkawinan boleh fasakh. 

Kemudian cacat-cacat yang lain dikiaskan kepada penyakit tersebut, 

karena semua itu sama dengannya, bahkan ada yang lebih berbahaya, 

seperti gila, dll.
6
 

 

 

                                                           
6
 Umar Anshori, Fiqh Wanita, (Semarang: CV Asy Syifa, 1986),380 
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3. Upaya Perdamaian 

Perceraian dapat terjadi dengan adanya putusan pengadilan 

dimana hakim sebelumnya telah berusaha untuk mendamaikan kedua 

belah pihak namum tidak berhasil. dasar dari dilakukannya upaya 

pendamaian, Pasal 31 ayat (1) dan (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang 

pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

perkawinan, yang mengatakan bahwa hakim berusaha untuk melakukan 

upaya pendamaian kepada para pihak yang akan bercerai serta upaya 

pendamaian tersebut dapat terus dilakukan pada sidang pemeriksaan 

sebelum putusnya perkara. 

4. Mediasi 

Dasarnya mediasi Perma Nomor 1 tahun 2008 tentang mediasi 

dilakukan untuk dapat mempertemukan keinginan pihak-pihak yang 

bersengketa. Tujuan mediasi adalah agar penyelesaian yang diambil 

mampu mengakomodasi keinginan kedua belah pihak tanpa ada yang 

merasa terkalahkan (win-win solution).7 Dalam mediasi, mediator harus 

bersikap imparsial (tidak memihak) dan netral. Karena dengan kedudukan 

mediator yang seperti ini akan memudahkan mediator mendapatkan 

kepercayaan dari para pihak untuk menyelesaikan sengketanya. Melihat 

tingginya angka perceraian yang terjadi di pengadilan agama, maka 

mediasi dianggap sebagai salah satu upaya yang dapat membantu para 

pihak yang bersengketa khususnya dalam sengketa cerai untuk berfikir 

                                                           
7
 M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 238   
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ulang dan matang dalam memutuskan apa yang akan dilakukannya. secara 

implisit membawa asas mempersulit perceraian sebagaimana yang 

terdapat dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

angka 4 huruf e, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989. 

B. Analisis terhadap Putusan Verstek Ditinjau dari Prinsip Mempersulit 

Perceraian  

Dalam hal dijatuhkan putusan verstek dengan tidak hadirnya Tergugat 

setelah dipanggil secara patut, maka segala peristiwa yang didalilkan oleh 

Penggugat harus dianggap benar. Dalam hal ini hakim cukup meneliti apakah 

panggilan telah dilaksanakan secara resmi dan patut, jika telah dilaksanakan 

secara resmi dan patut, maka dapat dijatuhkan putusan tanpa hadirnya 

Tergugat, dan dalil gugat Penggugat tidak perlu dibuktikan lagi. Menurut 

Abdul Mannan (Hakim Agung pada Mahkamah Agung) menyatakan bahwa 

dalam perkara perceraian, sebaiknya tetap dilaksanakan pembuktian tentang 

kebenaran dalil gugat Penggugat, dan perlu dipanggil pihak keluarga masing-

masing pihak atau orang dekat dengan Penggugat atau Tergugat guna 

didengar keterangannya dalam rangka usaha perdamaian secara maksimal 

(penjelasan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 

Temtang Peraturan Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang 

Perkawinan). 

Putusan verstek diputus dengan tanpa membuktikan lebih dahulu dalil-

dalil yang dikemukakan oleh penggugat, kecuali dalam perkara perceraian. 
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Menurut pendapat Mahkamah Agung, putusan verstek pada perkara 

perceraian hanya dapat dijatuhkan apabila dalil-dalil atau alasan-alasan 

perceraian telah dibuktikan dalam persidangan. Hal ini untuk menghindari 

adanya kebohongan dalam perkara perceraian dan sekaligus menerapkan asas 

dalam Undang-undang Perkawinan, yaitu mempersulit perceraian. Pada 

umumnya acara ini telah berjalan baik dalam praktik penyelesaian perkara 

perceraian di pengadilan agama. 

Berdasarkan penelitian dilapangan, perkara perceraian ini diputus 

dengan tanpa kehadiran tergugat/wali. Akibatnya proses pembuktian 

sangatlah singkat, sederhana dan putusan perkara perceraian tersebut 

dilakukan dengan singkat. Ada sebagian yang berpendapat bahwa putusan 

verstek merupakan realisasi dari asas peradilan yang cepat, sederhana dan 

biaya ringan.  

Putusan Vertek diatur dalam Pasal 125 ayat (1) HIR “Jika tergugat, 

meskipun dipanggil dengan sah, tidak datang pada hari yang ditentukan, dan 

tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka tuntutan itu 

diterima dengan keputusan tanpa kehadiran (verstek), kecuali kalau nyata 

bagi pengadilan negeri bahwa tuntutan itu melawan hak atau tiada 

beralasan”. Pasal ini memberi wewenang kepada hakim menjatuhkan 

putusan vertek:  

 Apabila pada sidang pertama pihak tergugat tidak datang 

menghadiri persidangan tanpa alasan yang sah, 
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 Padahal sudah dipanggil oleh juru sita secara patut, kepadanya 

dapat dijatuhkan putusan verstek 

Putusan verstek merupakan kebalikan pengguguran gugatan yakni 

sebagai hukuman yang diberikan undang-undang kepada tergugat atas 

keingkarannya menghadiri persidangan yang ditentukan. Bentuk hukuman 

yang dikenakan kepada tergugat atas keingkaran itu pertama: dianggap 

mengakui dalil gugatan penggugat secara murni dan bulat berdasarkan pasal 

174 HIR, pasal 1925 KUHPerdata, kedua: atas dasar anggapan pengakuan 

itu, gugatan penggugat dikabulkan, kecuali jika gugatan tanpa hak atau 

tanpa dasar hukum. Cuma kepada tergugat yang dijatuhi putusan vertek: 

diberi hak mengajukan perlawanan verzet, dan hal itu dapat diajukan dalam 

tenggang waktu 14 hari dari tanggal pemberitahuan putusan verstekkepada 

tergugat.
8
 

Pada persidangan yang telah ditetapkan, para pihak telah di panggil 

secara resmi dan patut atau panggilan dinilai oleh majelis hakim sah ternyata 

tidak hadir maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR putusan 

dapat dijatuhkan dengan verstek. 

Hasil penelitian bahwa perkara perceraian ini masuk di Pengadilan 

Agama Kota Malang dan dikabulkan karena terbukti telah terdapat alasan 

yang dibenarkan oleh Undang-Undang yaitu fasakh karena suami menderita 

aib yaitu skizofrenai. Jika harus dipaksakan untuk hidup bersama tidak 

mungkin lagi dan akan menimbulkan madlarat yang lebih besar sehingga 

                                                           
8
 Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan Dan Acara Pengadilan Agama, (Jakarta:Sinar Grafika, 

2015) h 874 
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apabila hakim mengabulkan gugatan istri (Penggugat), maka hakim tidak 

dapat dikatakan melanggar prinsip mempersulit perceraian atau dipandang 

hakim memberi andil meningkatnya angka perceraian, bahkan sebaliknya 

jika hakim telah berupaya maksimal mendamaikan dan memenuhi hukum 

acara yang digunakan di Pengadilan Agama, maka hakim Pengadilan Agama 

Kota Malang sebenarnya telah memenuhi maksud penjelasan umum Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada nomor 4 huruf (e). 

Berdasarkan uraian tersebut, jika hakim mengabulkan cerai talak atau 

cerai gugat dan fasakh, hal ini tidaklah bertentangan dengan nilai-nilai 

hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, karena tujuan 

perkawinan telah sulit terwujud, dan tidak ada harapan lagi untuk hidup 

rukun dalam rumah tangganya. Teori kemaslahan harus diterapkan dan 

berkesimpulan perceraian adalah solusi terbaik meskipun tersisa masalah lain 

pasca perceraian. 

Dalam penjelasan umum angka 4 huruf e, dijelaskan bahwa tujuan 

perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal, dan 

sejahtera. Maka undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersulit 

terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian, harus ada alasan-

alasan tertentu serta harus dilakukan di depan Sidang Pengadilan. Penjabaran 

dari penjelasan Umum tersebut tertuang dalam Pasal 39 ayat (1), (2), dan (3) 

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. 

Sejalan dengan keterangan di atas, menurut penjelasan Hakim Nurlina 

dalam Putusan No: 2249/Pdt.G/2015/PA.Mlg Pengadilan Agama Kota 
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Malang tentang Skizofrenia, dalam hal ini Pengadilan berupaya 

mendamaiankan melalui majelis hakim dan hakim mediator, dalam upaya 

pemanggilan yang lebih dari satu kali, mediasi, menasehati setiap 

persidangan dan jika para pihak masih ingin diberi kesempatan untuk bisa 

berdamai dengan pasangannya, maka hakim pun akan memberi kesempatan 

dan berusaha untuk membantu para pihak untuk kembali merukunkan 

keluarganya. 

Hal ini menyiratkan tuntutan untuk memoptimalkan proses acara di 

Pengadilan Agama terutama dalam hal pendamaian dan pembuktian alasan-

alasan yang menjadi dasar hukum gugatan atau permohonan sampai usaha-

usaha itu dirasakan benar-benar sudah tidak mungkin membuahkan hasil. 

Disamping adanya alasan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. 

Prinsip Pengadilan Agama Kota Malang dalam hal menangani masalah 

perceraian adalah tidak membuka lebar-lebar pintu perceraian. Bahkan 

Pengadilan berupaya sekuat tenaga untuk menutup pintu tersebut bila alasan 

untuk perceraian tidak terpenuhi serta masih adanya harapan untuk dapat 

hidup rukun damai kembali. 

Disimpulkan penjelasan para Hakim Pengadilan Agama Kota Malang 

dihubungkan dengan Pasal 39 ayat 1 dan 2 UUP No.1/1974 (UU Tentang 

Perkawinan) mengandung arti bahwa untuk menerapkan asas mempersulit 

perceraian adalah hakim harus berupaya maksimal mendamaikan kedua 

belah pihak dengan cara sebagai berikut: 
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1. Hakim mendamaikan kedua belah pihak setiap kali persidangan 

dengan memberikan alternatif-alternatif penyelesaiannya secara 

damai 

2. Memaksimalkan lembaga mediasi dan lembaga kehakiman  

3. Apabila gugatan tidak jelas, saling bertentangan atau tidak beralasan 

maka gugatan tidak dapat diterima. Apabila gugatan tidak terbukti 

maka gugatan ditolak. Gugatan dikabulkan apabila gugatan 

Penggugat beralasan dan secara meyakinkan dapat terbukti 

kebenarannya. 

Menurut hemat penulis dalam analisi Implementasi asas 

mempersungkar perceraian dilakukan dengan mengoptimalkan proses acara 

di Pengadilan Agama. Namun, asas ini kurang optimal apabila keluarga yang 

bersangkutan memang akan lebih baik untuk diceraikan atau berkukuh ingin 

bercerai. Meskipun demikian, Pengadilan melalui hakim tidak akan serta 

merta menceraikan meski kondisi keluarga tersebut memang benar-benar 

sudah pecah, melainkan juga harus melalui serangkain prosedur yang ada, 

tanpa ada upaya untuk menahan atau menghalangi terjadinya perceraian. 

Asas mempersungkar perceraian ada, namun sifatnya lex specialis dari 

lex generalis jika dikaitkan dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan. 

Disamping itu, asas ini secara tersirat ada dalam prosedur atau tahapan 

berperkara di Pengadilan Agama. Adanya asas mempersungkar perceraian ini 

dilihat dari pintu terjadinya perceraian. dengan kata lain, tidak 

mempermudah pintu terjadinya perceraian, meskipun prosedur berperkaranya 
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sesuai dengan peraturan perundangan yang ada dengan kesederhanaan 

prosedur tersebut. 

Menekan angka perceraian memang tidak semudah membalik telapak 

tangan dan lebih baik mencegah dari pada mengobati. Perlu adanya aturan 

dan aksi yang konkrit mengatasi hal perceraian dengan adanya pemeriksaan 

pra nikah, mediasi yang selalu bebenah, penerapan hukum progresif, 

pengoptimalan prosedur pengadilan, sosialisasi keluarga samawa, dan saling 

sinergi lembaga yang bernaung dalam perkawinan. Dalam hal demikian akan 

menjadikan sesuatu akan lebih baik. 


